LEMBAR DISPOSISI
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Indeks : R Kode No. Urut Tgl. Penyelesaian
P
4

Perihal : . |
erinal ‘ QCWIBMWMV‘ LqmcL;pU K\*Lni“ (/CﬁC(V't d“ﬂ ﬂ{ﬁm S“QO(‘*'K

Asal Surat : Tanggal No. Surat Lampiran
s . bbo W47 | Puu -
L
gﬂcmahﬁl Dra 34 Dtootr W | 902
Diajukan / diteruskan Instruksi / Informasi
|:| Setuju k..ﬂfhg U &M
D Pertimbangan / Saran /
A ey’
Balas i pI6v

e MENRTA

Menunggu Disposisi Gubernur

Ez/ll)ilaksanakan Segera rz,’('(,__'

[:] Bicarakan dengan Kadis
Pengolah : Rapatkan dengan Kabid Terkait M )
% =

Monitor dan Pantau
yal

Diketahui

V4

Pelajari Dan Laporkan

Sekretaris

JLLs

Bid. Cipta Karya

, . .
| Bid. Bina Marga Tugaskan / Kirim Petugas
I Mewakili Kadis
Bid. Tata Ruan |
Ej 5 l:l Ikut Hadir Bersama Kadis
UPTD Laboratorium Bahan File
dan Konstruksi
UPTD P2BG
UPTD Workshop dan
Peralatan

VPTH 1) Wil .os..




=== PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

SEKRETARIATDAERAH
JI. Jend.Sudirman Nomor 51 Telp. 31401 - 31402 - 34425
http://www.sumbarprov.go.id e-mail:pdeisb@sumbar.go.id Padang

Padang.?4 Oktober 2025
Rabiul Akhir 1447 H

Nomor : 660 /1137 /DLH - 2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal Pemberitahuan Launching Klinik
LESTARI dan Aplikasi SIPERTEK

Kepada Yth:

Daftar Terlampir

di

Tempat

Sehubungan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 660-654-2025
tanggal 2 Oktober 2025 tentang Pembentukan Klinik Lestari dan Tim Kerja Percepatan
Penerbitan Persetujuan Teknis di Bidang Lingkungan Hidup Lingkup Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat (Terlampir), dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1.

2.

Klinik LESTARI (Layanan Efektif, Sederhana, Tepat, Akurat, Ramah, dan
Inovatif) merupakan inovasi layanan di bidang lingkungan yang dirancang
sebagai wadah coaching klinik bagi pemohon untuk memandu dan

memfasilitasi proses penyusunan persetujuan teknis dengan lebih efektif dan
ferarah.

Terobosan utama Klinik LESTARI terletak pada integrasi digital melalui
aplikasi SIPERTEK yang mempercepat dan mempermudah proses persetujuan
teknis secara digital.

Bapak Gubernur tanggal 23 Oktober 2025 pada rapat staf dengan OPD terkait
melakukan launching Klinik LESTARI sekaligus aplikasi SIPERTEK dan dapat
diakses pada https:/ /drive.google.com/drive/folders /1 5SQcTBIYtM-
ZiEghPXaOHS8ID|YZpHhGy?usp=sharing atau Instagram dlh_sumbar dan Facebook
Dlh Sumbar serta website : https:/ /dlh.sumbarprov.go.id.

Sekaitan dengan hal tersebut, kami sangat mengharapkan agar para pemohon
Persetujuan Teknis dapat memanfaatkan Klinik LESTARI secara optimal guna

mendukung kelancaran dan efektifitas waktu penyelesaian Persetujuan Teknis.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamannya diucapkan terima

kasih.
Tembu i i kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan) di Padang;

2. Arsip




Lampiran

Nomor :660/ (| 1?/DLH-2025
Tanggal : 24 Oktober 2025
Perihal : Pemberitahuan Launching Klinik LESTARI dan Aplikasi SIPERTEK

Daftar Penerima Surat :

A. Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Kepala Dinas Kesehatan;

(%) Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang;

.

Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;

Kepala Bidang PSLB3 Dinas Lingkungan Hidup;

Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;

10 Tim Efektif Implementasi Klinik LESTARI.
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B. Instansi Lingkungan Hidup Kab/Kota se-Sumatera Barat

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang;

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi;
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbubh;
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang;
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman;
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok;

Kepala Dinas PerkimLH Kota Sawahlunto;

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam;

. Kepala Dinas PerkimLH Kabupaten Tanah Datar;

10 Kepala Dinas LHPerkim Kabupaten Lima Puluh Kota;
11.Kepala Dinas PerkimLH Kabupaten Sijunjung;
12.Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat;
13.Kepala Dinas LHPerkim Kab. Pasaman;

14.Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Solok;

15.Kepala Dinas PerkimLH Kab. Solok Selatan;

16.Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya;
17.Kepala Dinas PerkimtanLH Kab. Pesisir Selatan;
18.Kepala Dinas LHPKPP Kab. Padang Pariaman;
19.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Kep Mentawai.
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C. Pemrakarsa

1. PT. Agro Wira Ligatsa;

2. PT. Charoen Pokphand Indonesia;
PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur;
PT. Binapratama Sakatojaya;

PT. Gistrav Andalas Energy;

PT. Tekad Jaya Energi;

PT. Sinar Agung Indah;

Hotel Truntum Padang;

. CV. Tanabe Jaya;

10 PT. Koto Alam Maju Bersama;
11.PT. Gunung Aru Bersinar;

12.PT. Padang Rumput Hijau;

13.PT. Sarana Bangun Pasisia;
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14.IPLT Kota Bukittinggi;

15.PT. Zahwa Jaya Abadi;

16.PT. Badoensanak Energi Bersama;
17.PT. Putra Firgo Lestari;

18.PT. Cahaya Raz Gemilang;
19.Balai Veteriner Bukittinggi;

20.PT. Sinar Riau Sinergi;

21.PT. Tanah Datar Sejahtera.

D. Konsultan Lingkungan Hidup

(=

. PT. Bentang Cakrawala;

. PT. Wangsadhita Perdana Konsultan;
. CV. Nabiel Engineering Consultant;
. CV. Cahaya Utama Consultant;

. PT. Sucofindo - Padang;

. CV. Permata Global;

. CV. Kirana Jaya Abadi;

. PT. Solusi Bumi Asri;

. PT. Mitra Warsa Enviro;

. PT. Barika Ensustain Konsultan;

. Drs. Zaldi Patriyanus.
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GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 660 - 654 - 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KLINIK LESTARI DAN TIM KERJA PERCEPATAN
PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S Tahun
2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan
Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang
Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Gubernur
sesuai dengan kewenanganya menugaskan pejabat
yang  membidangi lingkungan melakukan
pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen
permohonan Persetujuan Teknis;

bahwa berdasarkan Pasal 228 Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun
2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun, Gubernur sesuai dengan kewenanganya
menugaskan pejabat yang membidangi lingkungan
melakukan evaluasi dan penerbitan persetujuan
atau penolakan perubahan Persetujuan Teknis;

bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
pemeriksaan dan/atau evaluasi permohonan
persetujuan teknis di lingkup provinsi Sumatera
Barat, masih terdapat kendala teknis proses
penerbitan persetujuan teknis melebihi batas
waktu yang telah ditentukan sehingga perlu
dilakukan perbaikan sistem dan alur kerja dengan
membentuk Klinik Lestari sebagai pusat layanan
terpadu untuk mempercepat proses dan
meningkatkan efektivitas penerbitan persetujuan
teknis;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Klinik
Lestari dan Tim Kerja Percepatan Penerbitan
Persetujuan Teknis di Bidang Lingkungan Hidup
Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;




Mengingat

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587},
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang
Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6806);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan  Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6634);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor S Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penerbitan Persetujuan Teknis dan  Surat
Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian
Pencemaran Lingkungan;

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara

dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun;

9. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 660-
747-2021 tentang Penugasan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk
Memproses Penerbitan Persetujuan Teknis dan
Standar Kelayakan Operasi Pemenuhan Baku Mutu
Air Limbah, Pemenuhan Baku Mutu Emisi dan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun;

MEMUTUSKAN :

Membentuk Klinik Lestari dan Tim Kerja Percepatan
Penerbitan Persetujuan Teknis di Bidang Lingkungan
Hidup Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Klinik Lestari sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU adalah wadah penyelenggaraan Layanan Efektif
Sederhana Tepat Akurat Ramah dan Inovatif terhadap
Persetujuan Teknis di Bidang Lingkungan Hidup dalam
rangka percepatan pelayanan publik.




“l—{ecvl;dukan

_ |Barat

| Provinsi Sumatera

_| perindustrian.

No. | Jabatan/Instansi dalam Tim Tugas dalam Tim i

6. F‘ungsmnal Anggota Melaksanakan kegiatan
Pengendali Dampak teknis Klinik Lestari
Lingkungan Ahli sebagaimana Diktum
Muda Dinas KETIGA.

Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera
Barat -

7. | Fungsional Anggota Melaksanakan kegiatan
Pengendali Dampak teknis Klinik Lestari
Lingkungan Ahli sebagaimana Diktum
Pertama Dinas KETIGA.

Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera
Barat

8. | Unsur Dinas ESDM | Anggota Mendukung pelaksanaan
Provinsi Sumatera kegiatan  Klinik  Lestari
Barat untuk aspek teknis sektor

pertambangan.

9. | Unsur Dinas Anggota Mendukung pelaksanaan ’

, Kesehatan Provinsi kegiatan  Klinik  Lestari
g Sumatera Barat untuk aspek teknis sektor
g kesehatan. ’

10. | Unsur Dinas SDA& Anggota Mendukung pelaksanaan
BK Provinsi kegiatan Klinik Lestari |
Sumatera Barat untuk aspek teknis sumber

daya air.

11. | Unsur Dinas Anggota Mendukung pelaksanaan 1

| BMCKTR Provinsi kegiatan Klinik Lestari |
| Sumatera Barat untuk aspek tekms
pekerjaan umum. |

12. | Unsur Dinas Anggota Mcndukung pelaksanaan |
Perkebunan kegiatan Klinik Lestari |

| Tanaman Pangan untuk aspek teknis sektor
| dan Hortikultura | pertanian dan perkebunan.
Provinsi Sumatera ;
Barat
13. | Unsur Dinas Anggota Mendukung pelaksanaan
| Perindustrian kegiatan Klinik Lestari |

untuk aspek teknis scktor

)
S S— |

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI



Mengingat

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587},
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang
Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6806);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6634);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penerbitan Persetujuan Teknis dan  Surat
Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian
Pencemaran Lingkungan;

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara
dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun;

9. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 660-
747-2021 tentang Penugasan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk
Memproses Penerbitan Persetujuan Teknis dan
Standar Kelayakan Operasi Pemenuhan Baku Mutu
Air Limbah, Pemenuhan Baku Mutu Emisi dan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun;

MEMUTUSKAN :

Membentuk Klinik Lestari dan Tim Kerja Percepatan
Penerbitan Persetujuan Teknis di Bidang Lingkungan
Hidup Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Klinik Lestari sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU adalah wadah penyelenggaraan Layanan Efektif
Sederhana Tepat Akurat Ramah dan Inovatif terhadap
Persetujuan Teknis di Bidang Lingkungan Hidup dalam
rangka percepatan pelayanan publik.




KELIMA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal < Oktober 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MA LDI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;

Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat di Padang;
Sdr. Kepala DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang;

Sdr. Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat di Padang;

Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat di Padang;

Sdr. Kepala Dinas SDA& BK Provinsi Sumatera Barat di Padang;

Sdr. Kepala Dinas Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat di Padang;
Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sumatera Barat di Padang;

. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Barat di Padang;

0. Sdr. Tim Kerja Klinik Lestari di Tempat.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

660 - 654 - 2025
02 Oktober 2025

PEMBENTUKAN KLINIK LESTARI
DAN TIM KERJA PERCEPATAN
PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS
DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KLINIK LESTARI DAN TIM KERJA
PERCEPATAN PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS
DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP LINGKUP PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jabatan/Instansi

Kedudukan ]
dalam Tim | TUEescmemTm

. | Gubernur Sumatera

Barat

‘Sekretaris Daerah
| Provinsi Sumatera
| Barat

,,,,,,

f
{
i
-
¥
{

Kepala Dinas
Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera
Barat

Kepala Bxdang
Pengendalian

| Pencemaran dan
| Kerusakan

|
!

!
\
Y

Lingkungan

| Kepala Bldang

| PSLB3PK

!

Pelmdung Memberikan perlindungan |
secara moral, politik dan
ligitimasi Tim Kerja Klinik
Lestari. |
Pengarah Memberikan arahan teknis
dan kebijakan agar Klinik
' Lestari  berjalan  sesuai

| tujuan.

Ketua '1. Memimpin dan |
mengkoordinir |
pelaksanaan Klinik |
Lestari. 1

2. Memimpin  pelaksanaan
komunikasi Klinik Lestari |
pada lingkungan internal |
dan eksternal. j
Sekretaris | sMengkoordmtr pelaksanaan |
;tugas Tim Kerja Klinik
Lestari pada proses |

penerbitan persetujuan |
' teknis pembuangan/ |
pcmanfaatan air limbah dan |
emisi.

| Sekretaris I Mengkoordxmr pelaksanaan,

tugas Tim Kerja Klmxk

Lestari pada proses l
penerbitan persetujuan |
teknis pengumpulan hmbah}
B3. |




Perindustrian

Provinsi Sumatera

| pcmj\dustnan

No.! Jabatan/Instansi léﬂ:f:u,:‘:: Tugas dalam Tim
6. Fungsxonal Anggota Melaksanakan kegiatan
Pengendali Dampak teknis Klinik Lestari
Lingkungan Ahli sebagaimana Diktum
Muda Dinas KETIGA.
Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera
B Barat e B _
7. | Fungsional Anggota Melaksanakan kegiatan
Pengendali Dampak teknis Klinik Lestari
| Lingkungan Ahli sebagaimana Diktum
Pertama Dinas KETIGA.
Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera
Barat o
8. | Unsur Dinas ESDM Anggota Mendukung pelaksanaan
Provinsi Sumatera kegiatan Klinik  Lestari
Barat untuk aspek teknis sektor |
9. | Unsur Dinas Anggota Mendukung  pelaksanaan %
Kesehatan Provinsi kegiatan Klinik Lestari |
Sumatera Barat untuk aspek teknis sektor
| kesehatan. q
| 10. | Unsur Dinas SDA& | Anggota Mendukung  pelaksanaan |
BK Provinsi kegiatan Klinik Lestari |
Sumatera Barat untuk aspek teknis sumber |
daya air. ‘
11. | Unsur Dinas Anggota Mendukung  pelaksanaan |
‘§ BMCKTR Provinsi kegiatan Klinik Lestari |
' Sumatera Barat untuk aspek teknis |
pekerjaan umum. &
12. | Unsur Dinas Anggota Mendukung pelaksanaan g
@ Perkebunan kegiatan  Klinik  Lestari |
Tanaman Pangan . untuk aspek teknis scktor
; dan Hortikultura ! . pertanian dan perkebunan.
1 Provinsi Sumatera ;
} Barat
' 13. | Unsur Dinas | Anggota Mendukung pclaksanaanﬂg

kegiatan  Klinik  Lestari |
untuk aspek teknis scktorx

i e

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI




